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ABSTRAK 

Tesis ini mengkaji tentang aspek hukum dalam securities crowdfunding, bentuk 

investasi yang mempertemukan pemodal dan penerbit melalui teknologi 

infromasi. Aturan dasar yang digunakan adalah Peraturan OJK Nomor 57 Tahun 

2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urunan Dana Berbasis Teknologi 

Informasi, didalamnya mengatur 3 jenis efek yaitu, efek bersifat ekuitas, efek 

bersifat berutang, dan efek syariah (sukuk). Risiko bagi pelaku usaha terkhusus 

pemodal cukup besar dalam hal kecurangan yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

dengan menggelapkan laporan keuangan serta risiko terjadinya kegagalan 

infromasi dalam teknologi. Karena adanya masalah yang dapat terjadi pada 

bentuk investasi ini, maka penulis merangkai fokus pertanyaan yaitu bagaimana 

pemenuhan prinsip perlindungan pemodal dalam Peraturan OJK Nomor 57 Tahun 

2020, penulis akan menganalisis keadilan terhadap pemodal dalam peraturan OJK 

Nomor 57 Tahun 2020.  

Analisis lebih lanjut penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan nomatif, mengumpulkan data primer dan sekunder melalui peraturan 

yang terintegrasi yaitu berupa peraturan undang-undang diatasnya dan Peraturan 

DSN-MUI. Penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan perlindungan 

dalam Islam, teori keadilan, dan teori tranparansi untuk menjawab fokus 

pertanyaan. 

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa dalam peraturan OJK Nomor 57 

Tahun 2020 telah memenuhi prinsip perlindungan hukum bagi pemodal melalui 

bentuk tranparansi, kejujuran infromasi, dan penyelesaian sengketa, yang 

dimanifestasikan secara prosedural. Namun terdapat kelemahan pada keadilan 

secara formil hanya berpihak kepada penyelenggara, sehingga tidak berpihak 

kepada pemodal. 

Kata Kunci: Securities crowdfunding, Pemodal, Perlindungan hukum 
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ABSTRACT 

This thesis examines the legal aspects of securities crowdfunding is an investment 

system that brings together financiers and publishers through infromation 

technology. The basic rule used is POJK number 57 of 2020 concerning the 

offering of securities through information technology-based fund management 

services, in which it regulates 3 types of securities, namely, equity securities, debt 

securities, and Sharia securities (sukuk). The risk to business actors, especially 

financiers, is considerable in terms of fraud that can be done by the company by 

embezzling financial statements and the risk of failure in technology. With the 

problem that is very likely to occur, in this thesis the author raises questions, 

namely related to how to fulfill the principle of financier protection in OJK 

regulation number 57 of 2020, and the author will analyze justice against 

financiers in OJK regulation number 57 of 2020. 

Further analysis of the authors uses a type of qualitative research with a nomative 

approach, collecting primary and secondary data through integrated regulations 

in the form of regulations above and DSN-MUI regulations. Meanwhile, 

answering the author's question using legal protection and islamic of legal 

prtoection theory, justice theory, and transparency theory. 

The results of the author's research show that in OJK regulation number 57 of 

2020 has fulfilled the principle of legal protection for financiers through the form 

of transparency, honesty of infromation, and dispute resolution, which is 

manifested procedurally. However, there are weaknesses in fairness in a formil 

only charged to the organizer and very minimal if reviewed loading to the 

publisher. 

Keywords: Securities crowdfunding, financier, legal protection. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi sudah dirasakan hampir seluruh ummat manusia dimuka 

bumi terkhusus Indonesia hasil revolusi Industry 4.0 dan Social 5.0 menjadi 

sentrum dalam menjalankan kegiatan politik, ekonomi, sosial, bahkan dalam 

lingkungan Pendidikan. Memajukan masyarakat sosial dalam penggunaan 

teknologi sebagai bagian dari kelompok interakasi yang mampu memberikan 

manfaat satu sama lain dengan system yang mudah, efesian, dan cepat.1 Dalam 

lingkup perekonomian, perusahaan-perusahaan kini menggunakan bantuan 

internet yang terkoneksi untuk menjalankan transaksi pasar modal sehingga 

mampu memberikan kemanfaatan antara perusahaan dengan individu pemodal. 

Kegiatan tolong-menolong sesama manusia menjadikan teknologi informasi 

sebagai alat sentral (Platform Crowdfunding) dalam membantu masyrakat 

perkotaan ataupun terpencil untuk menginformasikan dan menerima dukungan 

dana secara luas seperti platform ayodukung.com kitabisa.com dan lainnya. 

Pada perkembangannya di Indonesia, crowdfunding bertujuan saling 

membantu sesama makhluk sosial, dengan bantuang teknologi, dengan begitu 

transaksi keuangan dalam bentuk teknologi dikategorikan kedalam financial 

technology. Baik itu berbentuk pembayaran (payment), peminjaman (lending), 

                                                           

1 Iswi Hariyani dan Cita Yustisia, “Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti”, Jurnal; 

Legislasi Indonesia Vol. 16:1, (Maret 2019), hlm. 43. 
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perencanaan keuangan (personal finance), pembiayaan (crowdfunding), dan lain 

sebagainya. Financial technology dapat digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu: 

1. Third-party payment systems, merupakan sistem pembayaran melalui 

pihak ketiga. Contoh: sistem pembayaran mobile, platform pembayaran 

yang menyediakan jasa seperti transfer dan pembayaran bank, 

2. Peer to Peer (P2P) Lending, merupakan platform yang mempertemukan 

pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui 

internet. Jadi platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur 

untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien. 

3. Crowdfunding, merupakan konsep suatu program yang dipublikasikan 

secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan 

konsep tersebut akan memberikan dukungan secara finansial, dan investor 

akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan. 

Pada mulanya Otoritas Jasa Keuangan membagi Crowdfunding menjadi 3 

bagian, yakni: pertama, Crowdfunding berbasis donasi atau hadiah adalah 

penggalangan dana dilakukan dalam bentuk donasi, dengan hadiah tertentu 

diberikan pada yang menyumbang, tergantung tingkat sumbangannya. 

Crowdfunding jenis tersebut yang pada umumnya sudah berjalan di Indonesia. 

Kedua, Crowdfunding berbasis pinjaman, dalam skema ini dana yang diserahkan 

adalah pinjaman dari masyarakat yang harus dikembalikan dengan skema tertentu. 

Ketiga, Crowdfunding berbasis equitas, dalam skema ini dana dari masyarakat 
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mendapatkan imbalan berupa persentase saham dari proyek yang digelar.2 Namun 

seiring berjalannya perkembangan teknologi menawarkan kemudahan tepat pada 

maret 2020 kehadirian securitis crowdfunding menjadi wajah baru bagi dunia 

fiansial teknologi. Kehadiran securities crowdfunding di Indonesia ditandai 

dengan pembuatan peraturan yang mengatur tentang penawaran penawaran efek 

melalui urunan dana berbasis teknologi infromasi oleh otoritas jasa keuangan 

yang diselipkan pada nomor 57 / POJK. 04/ tahun 2020. 

Pada pasal 1 ayat 8 Peraturan OJK Nomor 57 Tahun 2020 menyatakan 

Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan 

Urun Dana, dalam hal ini dapat disebut sebagai konsumen. Perlindungan 

konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan 

konsumen mengandung aspek hukum, atau dengan kata lain bahwa perlindungan 

konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum 

terhadap hak-hak konsumen.3 Adapun pengertian konsumen dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap 

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan”4 

                                                           
2 Aprillia Ika, “OJK Segera Keluarkan Aturan Crowdfunding”, dalam 

www.ekonomi.kompas.com, (diakses 31 oktober 2019). 

3 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 16 

4 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen 

yang lebih luas. Nasution, misalnya berpendapat hukum perlindungan konsumen 

merupakan bagian dari hokum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-

kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi 

kepentingan konsumen. Adapun hokum konsumen diartikan sebagai keseluruhan 

azas-azas dan kaidah-kaidah hokum yang mengatur hubungan dan masalah antara 

berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di 

dalam pergaulan hidup.5 

Gunawan Widjaja, dan Almira Prajna Ramaniya menyebutkan bahwa setiap 

pilihan investasi untuk menghasilkan imbal hasil di masa datang mengandung 

risiko karena menyangkut masa datang yang mengandung ketidakpastian, yang 

berarti mengandung unsur risiko bagi investor. Seorang investor yang rasional 

sebelum mengambil keputusan investasi, paling tidak harus mempertimbangkan 2 

(dua) hal, yaitu pendapatan yang diharapkan expected return dan risiko risk yang 

terkandung dari alternatif investasi yang dilakukannya.6 

Perlindungan yang ditawarkan melalui peraturan Undang-undang Pasar Modal 

adalah jaminan keterbukaan infromasi dan transparansi yang dijelaskan dalam 

pasal 85 sampai 89 aturan tersebut diharapkan mampu menjaga dan memberikan 

                                                           
5 Nasution. A. Z, Konsumen dan Hukum. Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada 

Perlindungan Konsumen Indonesia. (Jakarta: Pustaka Sinar, 1995), hlm. 64-65 

6 Gunawan Widjaja, dan Almira Prajna Ramaniya, Reksadana dan Peran Serta Tanggung 

Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.7 



5 
 

 

perlindungan dasar atas hak-hak pemodal7, keterbukaan informasi dan 

transparansi kemudian menjadi bagian yang diintegrasikan pada aturan Peraturan 

OJK Nomor 57 Tahun 2020 pasal 72 dalam bentuk prinsip transparansi, perlakuan 

yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa 

Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. 

Risiko dari investasi crowdfunding yakni pertama, pelaku usaha mengalami 

kegagalan berakibat nilai investasi akan hilang sepenuhnya dan ketika likuidasi 

penerbit tidak dapat memberikan dividen kepada para pemodal, kedua, pada tahun 

awal kemungkinan pelaku bisnis mengalami gagal bayar dividen kepada pemodal, 

ketiga, dikarenakan saham tidak memungkinkan untuk dijual oleh investor karena 

investasi tidak likuid atau saham tidak listing di bursa efek, keempat, layanan 

equity crowdfunding ini menggunakan sistem online, penipuan, kecurangan, dan 

pemalsuan kemungkinan terjadi sangatlah besar. Tak hanya itu kejahatan cyber 

kemungkinan besar sangat tinggi.8 

Krishna T Wijaya salah seorang Chief Business Officer pada fintech equity 

crowdfunding Santara menambahkan, dalam pendanaan oleh pemodal ke pelaku 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terdapat potensi tidak validnya data 

transaksi mereka. Adanya permainan omzet yang tidak dilaporkan sesuai dengan 

                                                           
7 5 Inda Rahadiyan, Hukum Pasar Modal DI Indonesia (Pengawsan Pasar Modal Pasca 

Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan), (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2014), hlm.17 

8 Fikar Damai Setia Gea, “Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan Di Indonesia 

(Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Dalam Media Baru,” in Konferensi Nasional Sosiologi V 

(Padang: Universitas Andalas, 2016), 1131 
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realitas keuntungan, dan melakukan modifikasi terhadap revenue, hal ini dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan atas pembagian keuntungan terhadap pemodal. 

Penjelasan salah satu pimpinan Business Officer menggambarkan Pemodal 

sangat berisiko terhadap kerugian dan kecurangan yang dilakukan pelaku usaha, 

kecurangan dan kerugian ini dapat dilakukan dengan upaya penggelapan 

keuntungan atau omzet yang dilakukan oleh pelaku usaha (penerbit), selain itu 

ketentuan atas kegunaan modal tidak disebutkan secara rinci dengan jumlah dan 

besaran. Risiko likuid dan gagal bayar atas modal sangat mungkin terjadi jika 

perusahaan tersebut bangkrut dan tidak mampu untuk kembali pulih, dan 

ketentuan pengembalian atau pembagian modal atau aset yang tersisa tidak 

disebutkan dalam aturan Peraturan OJK Nomor 57 Tahun 2020 hal ini menjadi 

lemahnya hak pemodal. 

Salah satu e-commerce terkenal abad 21 Amazon.com (broker) mencantumkan 

harga barang lebih rendah dari harga sebenarnya. Sehingga menuai kecaman dari 

konsumen yang tidak menerima pesanannya, lalu Amazon.com mengubah data 

tersebut menjadi harga normal, tuduhan konsumen terhadap e-commerce tersebut 

merupakan kesengajaan yang dilakukan untuk menarik pelanggan, namun 

dalihnya adalah akibat kesalahan sistem dalam pencantuman harga barang.9 

Pengenalan produk dengan menggunakan sistem teknologi informasi sangat 

beresiko atas kesalahan infromasi yang dicantumkan melalui platform 

penyelenggara securities crowdfunding kesalahan ini dapat terjadi secara sengaja 

                                                           
9 Ibid, hlm. 140 
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maupun tidak sengaja akibat kelalaian operator atau kerjasama dalam 

penggelapan infromasi hal ini akan merugikan pemodal sebab platform 

penyelenggara merupakan satu-satunya akses infromasi yang diterima 

keseluruhan kegiatan securities crowdfunding. Pada peraturan Peraturan OJK 

Nomor 57 Tahun 2020 pasal 64 menempatkan pemodal pada posisi yang 

diwakilkan oleh penyelenggara pemberian kuasa kepada Penyelenggara untuk 

mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam rapat 

umum pemegang saham Penerbit dan penandatanganan akta serta dokumen terkait 

lainnya, hal ini menjadi risiko atas perjanjian yang dapat merugikan pemodal 

terhadap kuasa yang diberikan kepada penyelenggara, jika pemodal tidak 

menyetujui hasil RUPS. 

Kegagalan teknologi dan penipuan pelaku usaha yang berpotensi dilakukan, 

serta adanya kelemahan atas peraturan OJK Nomor 57 Tahun 2020 untuk 

melindungi pemodal sangat berbahaya bagi kelanjutan operasional securities 

crowdfunding, dengan ini penulis ingin mengkaji lebih dalam untuk mengukur 

perlindungan hukum terhadap pemodal melalui aspek hukum di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pemenuhan prinsip perlindungan pemodal dalam peraturan 

OJK Nomor 57 Tahun 2020? 

2. Bagaimana analisis keadilan terhadap pemodal dalam peraturan OJK 

Nomor 57 Tahun 2020? 
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C. Tujuan Dan Kegunaan 

Selain menjadikan penelitian ini sebagai syarat atas tugas akhir program 

perkuliahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai 

kondisi dan responsi peraturan tentang securities crowdfunding terkhusus 

peraturan OJK Nomor 57 Tahun 2020 di Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan juga dapat dimanfaatkan sebagai referansi dalam menguatkan 

posisi pemodal sebagai pihak terlemah dalam suatu kegiatan perdagangan di pasar 

modal, sekaligus menjadi bahan baca masyarakat terhadap daya aman mereka 

dalam bermuamalat. 

D. Tinjauan Pustaka 

 

Ratno Hartanto melalui artikelnya yang berjudul “hubungan hukum para 

pihak dalam layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi 

informasi” menyebutkan bahwa Investor equity crowdfunding perlu mendapatkan 

kepastian hukum serta perlindungan hukum atas investasi yang dilakukannya. Di 

sisi lain, penerbit equity serta penyelenggara platform juga perlu mendapatkan 

kepastian hukum dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah 

menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang 

Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi 

(Equity Crowdfunding). Permasalahan yang dikaji dalam peneltitian ini adalah 

konstruksi hubungan hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam 



9 
 

 

equity crowdfunding di Indonesia. Menggunakan metode normatif dalam 

mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

para pihak dalam penyelenggaraan equity crowdfunding, memiliki triangular 

relationship yang lahir berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-

undangan. Meskipun OJK telah menerbitkan peraturan terkait equity 

crowdfunding, pengaturan yang ada saat ini belum memberikan jaminan 

perlindungan hukum sepenuhnya khususnya bagi pemodal.10 

Crowdfunding dalam perkembangannya tidak saja bersifat konvesnional ada 

juga dalam ipmlementasi syariahnya, judul yang berkaitan ialah "Equity 

crowdfunding syari’ah dan potensinya sebagai instrumen keuangan syari’ah di 

indonesia" dalam dimensi hukum penelitian ini membahas mengenai POJK No 37 

tahun 2018 pasal 35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018. hasil  

dalam penelitian ini menerangkan potensi sangat besar untuk menjadikan equity 

crowdfunding syari’ah instrumen pengumpulan dana investasi Spirit ta’awun dari 

ZIS yang telah menyalurkan dana ini untuk kemaslahatan umat, dapat 

menginspirasi equity crowdfunding syari’ah.11 

Securities crowdfunding tidak terlepas dari kegiatan investasi dalam ruang 

internet, Rahmadiani Putri Nilasari dalam tulisannya yang berjudul “perlindungan 

hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli efek melalui internet” 

                                                           
10 Ratna Hartanto, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui 

Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27:1, 

(Januari 2020). 

11 Irma Ramadhani Tripalupi “Equity Crowdfunding Syari’ah Dan Potensinya Sebagai 

Instrumen Keuangan Syari’ah Di Indonesia”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal: ‘Adliya 

Vol. 13: 2, (Juni 2019) 
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menyampaikan Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan 

(financial market), di samping pasar uang (money market) yang sangat penting 

peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi 

pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan 

eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), pasar modal 

sebagai salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya 

ke berbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap 

dana yang dimilikinya.12 

Tulisan lain yang berhubungan yaitu artikel yang berjudul “tinjauan yuridis 

terhadap penerapan prinsip keterbukaan dan mitigasi risiko pada equity 

crowdfunding di indonesia” Equity crowdfunding ini adalah sebuah konsep 

pendanaan perusahaan yang baru dimata dunia, maka dari itu pastinya segala 

informasi yang berkaitan akan memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat luas 

untuk berpartisipasi dalam investasi milenial tersebut. Penyampaian informasi-

informasi tersebut haruslah disampaikan dengan tepat dan akurat, maka prinsip 

keterbukaan adalah hal mutlak yang harus dikedepankan dalam kegiatan tersebut. 

Tak terkecuali di Indonesia, kewenangan untuk memastikan terlaksananya prinsip 

keterbukaan pada equity crowdfunding merupakan tugas dan kewajiban Otoritas 

Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan dan pengaturan.13 

                                                           
12 Rahmadiani Putri Nilasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual 

Beli Efek Melalui Internet”, Jurnal: Yuridika: Vol. 26: 3, (September-Desember 2011) 

13 Gustaf Josua, Moch Zairul Alam, dkk. “Tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip 

keterbukaan dan mitigasi resiko pada equity crowdfunding di indonesia”, jurnal: hukum 

universitas brawijaya, Vol. 3: 2 (desember 2018). 
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Sebuah artikel yang berjudul “tinjauan yuridis terhadap perlindungan pemodal 

platform crowdfunding kitabisa.com”. Penelitian yang digunakan termasuk dalam 

penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan pemodal terhadap platform 

crowdfunding di Indonesia telah diatur dalam Peraturan OJK No. 

37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham 

Berbasis Teknologi. Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 merupakan bentuk 

implementasi dari fungsi pengawasan yang telah diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011. Perlindungan hukum yang diberikan kepada 

pemodal memiliki sifat mencegah karena memuat subtansi tentang kewajiban dari 

penyelenggara crowdfunding serta hukuman karena mencantumkan mengenai 

saknsi-sanksi apabila ada pelanggaran.14 

Penelitian tesis yang ditulis oleh Galih Pamenang Suryo Negoro berjudul 

“perlindungan hukum konsumen di indonesia ditinjau dari perspektif hukum 

islam”. Memuat masalah konsumen dalam era perdagangan bebas sehingga perlu 

diberdayakan dan dipersiapkan terutama dalam memilih dan menentukan 

kebutuhan akan barang dan/atau jasa serta menuntut hak-haknya sebagai 

konsumen sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999. Di Indonesia dimana mayoritas konsumen adalah muslim adalah merupakan 

hal yang penting dalam memperhatikan kualitas suatu produk barang dan atau jasa 

dalam hal tidak bertentangan (masalah halal-haram) dengan keyakinannya sebagai 

                                                           
14 Riski Pebru Ariyanti, Aprillaili Aya Tri Kartini, dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap 

Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.Com, Jurnal: Perspektif Hukum, Vol. 20: 

1 (Mei 2020). 
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seorang individu. Karena bagaimanapun masalah perlindunagan konsumen 

terhadap suatu produk memiliki hubungan dan tanggung jawab langsung antara 

manusia dengan Tuhan-Nya (Allah SWT), dan hal ini tidak dapat ditutupi hanya 

untuk kepentingan praktis, misalnya untuk kepentingan ekonomi, bisnis, maupun 

politik. Didalam Islam konsumen memiliki hak memilih yang lebih luas dan 

terjamin yang dikenal dengan hak khiyar.15 

Berdasarkan tela’ah penulis terhadap literatur dalam bentuk buku, artikel 

(jurnal), dan penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik, hingga saat ini 

belum ada satupun penelitian yang identik dengan penelitian ini, terutama bentuk 

objek penelitian yakni securities crowdfunding. Peraturan mengenai securities 

crowdufing masih hangat untuk dijadikan bahan penelitian, platform atau 

penyelenggara yang terdaftar yang sesuai dengan peraturan berlaku masih sangat 

sedikit. Sehingga dengan begitu penulis ingin meninjau lebih dalam mengenai 

peraturan OJK Nomor 57 Tahun 2020 tentang securities crowdfunding. 

E. Landasan Teori 

1. Perlindungan Hukum 

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat 

dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para 

petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, 

hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam 

                                                           
15 Galih Pamenang Suryo Negoro, “Perlindungan Hukum Konsumen Di Indonesia Ditinjau 

Dari Perspektif Hukum Islam”, Tesis: Hukum Bisnis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2017). 
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arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari 

berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono 

Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan 

perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama 

ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi 

hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan 

masyarakat.16 

Definisi hukum dalam pengertian subjektif sebagai keperntingan yang 

dilindungi hukum, sering disampikan oleh pakar ilmu hukum tradisional, hak 

sebagai reflex dari kewajiban hukum. Definisi ini dengan jelas menunjukkan 

karakteristik dualisme ilmu hukum yaitu kontradiksi hak dalam pengertian 

subjektif dan hak yang sejajar dengan hukum dalam artian objektif. Hukum 

dalam pengertian objektif adalah perlindungan menggunakan hukum terhadap 

pelanggaran yang melewati batas kepentingan dalam bentuk pemberian 

sanksi.17 

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, 

yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).18 

                                                           
16 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), hlm. 25-43 

17 Hans Kelsen “Teori hukum murni” penerjemah: Raisul Muttaqien, cet. X, (Surabaya: 

Nusamedia September 2019). hlm. 152 

18 R. La Porta “Investor Protection and Corporate governance” Jurnal Of financial Economics, 

(January 2000). 



14 
 

 

Adapun tujuan serta cara pelaksanananya antara lain sebagai berikut: Pertama, 

Membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban, 

serta menjamin hak-hak para subyek hokum. Kedua, Menegakkan peraturan 

melalui Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan. Hukum 

pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum 

berupa sansksi pidana dan hukuman. Hukum perdata yang berfungsi untuk 

memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.19 

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Adanya pengayoman dari 

pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan 

hak-hak warganegara, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang 

melanggarnya. 

2. Perlindungan Hukum dalam Islam 

Seorang Muslim harus memberikan perlindungan hukum terhadap sesama 

muslim, sebangsa, dengan orang non-muslim dan warga negara asing.20 

أددلل مر عل ى صبرة طعام ف   -ه وسلمصلى الله علي-أ ن رسول اللهه 

ام (. يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال  ) ما هذا يا صاحب الطع

                                                           
19 Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, (Bandar 

lampung:Universitas lampung, 2007), hlm. 31 

20 M. Andi Firdaus, “Perlindungan hukum terhadap penanaman modal pada bidang usaha 

perkebunan di Indonesia”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 19 
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. ق ال ) أف لا جعلته فوق ال طعام كى ق ال أصابته السماء يا رسول اللهه

  ((يراه الناس من غش فليس منى

Terjemahan: Diriwayatkan ketika Rasulullah SAW melewati setumpuk 

makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, tangan beliau 

ternyata menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya: "Apa 

ini wahai pemilik (penjual makanan)" sang pemiliknya menjawab: 

"Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: 

“Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga 

manusia dapat melihatnya. Siapa yang menipu maka ia bukan 

golonganku”. (HR. Muslim).21 

Suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji Hukum dan 

ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan seluruh manusia adalah maqāshid 

al-syai’ah. Melandasi 5 fokus utama pada upaya-upaya manusia yaitu 

Perlindungan terhadap agama (Hifž Al-dīn), perlindungan terhadap jiwa (Hifž 

An-nafs), perlindungan terhadap akal budi (Hifž Al-‘aql), perlindungan 

terhadap keturunan (Hifž An-nasl), dan perlindungan terhadap harta kekayaan 

(Hifž Al-māl). Menurut al-Syatibi untuk mewujudkan fokus kesejahteraan 

diatas membutuhkan intrumen lain untuk yaitu melalui tiga kebutuhan dasar, 

yaitu dharūriyah, hājiyah dan tahsiniyah.22 

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tidak terlepas pada 

perlindungan pihak atas kepentingan yang ada di dalam rambu-rambu 

perdagangan, hukum Islam telah menetapkan beberapa asas yang dijadikan 

                                                           
21 Al-Husain Ab, Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Bab Al-imān (Beirut: Dar al-Fikri 

1967) No. 147, hlm. 37 

22 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1997), jilid 1-2, hlm. 324 
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sebagai pedoman dalam melakukan transaksi dalam melakukan kegiatan 

bisnis, yaitu al-amānah aş-şiddiq, Al-‘adl, al-khiyār, at-ta’āwun.23 

3. Keadilan 

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang 

bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa 

suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian 

sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat 

hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti 

kebutuhan sandang, pangan dan papan. 

Agus santoso dalam bukunya membagi keadilan sehingga dapat dilihat 

menjadi 3 bentuk : 

a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara 

terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi 

keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk 

kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup 

bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;  

b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara 

terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib 

                                                           
23 Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Norma dan Etika Ekonomi Islam,(Jakarta: Gema Insani 

Press, 1997), hlm. 31-35. 
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memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam negara; dan  

c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu 

dengan yang lainnya secara timbal balik.24 

4. Transparansi 

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata 

dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau 

keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

Prinsip transparasi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi 

beberapa unsur yaitu:  

a. Terbuka. Adanya Infromasi yang jelas untuk terlibat dalam proses 

membaca semua laporan dan infromasi penting.  

b. Mendapatkan akses oleh masyarakat luas atau subjek hukum lainnya. 

Masyarakat atau subjek hukum dengan mudah mendapatkan informasi 

seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari 

pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi, 

termasuk dalam hal investasi pemodal memiliki akses atas informasi 

tersebut.  

                                                           
24 M. Agus Santoso, Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, cet. II, 

(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 91 
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c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat. Keputusan yang 

diambil dalam penyusunan suatu kebijakan yang diputuskan dapat 

melibatkan seluruh pihak.  

5. Perlindungan Pemodal dalam undang-undang 

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal 

dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan 

mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien 

serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.” Rezim Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menentukan dan 

mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-

LK. Dalam kegiatannya, Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK lah yang memiliki wewenang 

untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif 

dan represif.25 

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen 

bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, 

mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan 

pengawasan sektor jasa keuangan. prinsip yang digunakan oleh OJK dalam 

upaya perlindungan konsumen dalam pasal 2 disebutkan Perlindungan 

Konsumen menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, 

                                                           
25 Hilda Hilmiah Dimyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, Jurnal: 

Cita Hukum, Vol. I No. 2 (Desember 2014), hlm. 347. 



19 
 

 

kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan 

pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, 

dan biaya terjangkau.26 Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum 

bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh 

OJK adalah:  

a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas 

karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;  

b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya 

apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan  

c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan.27 

Khusus Pasal 29 UU OJK menyatakan, bahwa OJK melakukan pelayanan 

pengaduan Konsumen yang meliputi;  

a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan 

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;  

b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh 

pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;  

                                                           
26 Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 

Jasa Keuangan 

27 Pasal 28 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 

Jasa Keuangan 
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c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh 

pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan.28 

Selain peraturan sistem dan transaksi elektronik berperan sebagai 

pelindung data konsumen hal tersebut dimaksud untuk mencapai keteraturan 

dan keamanan data, bentuk peran lain dalam sistem transaksi elektronik yakni 

memilliki kewajiban terhadap konsumen seperti yang tercantum dalam pasal 

29 PP nomor 71 tahun 2019 Penyelenggara Sistem Elektronik wajib 

menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit 

mengenai, identitas Penyelenggara Sistem Elektronik, objek yang 

ditransaksikan, kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik, tata cara 

penggunaan perangkat, syarat kontrak, prosedur mencapai kesepakatan, 

jaminan privasi dan/atau pelindungan Data Pribadi, dan nomor telepon pusat 

pengaduan. 29 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Normative 

law research) jenis ini dapat memfokuskan penelitian pada inventaris hukum 

positif, asas-asas dan doktrin hukum, sinkronisasi hukum, sistematika hukum, 

                                                           
28 Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 

Jasa Keuangan 

29 pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan 

transaksi elektronik 
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perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 30 Bahasan tesis yang akan saya 

teliti mencakup aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan 

hukum bagi pemodal pada kegiatan securities crowdfunding dalam lingkup 

normatif 

2. Pendekatan Penelitian 

Peneliti dalam hal ini akan menggunakan pendekatan Undang-undang 

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 31, 

pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua jenis undang-undang dan 

regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan dibahas terhadap 

penelitian diatas. Pendekataan konseptual dilakukan untuk membahas 

pendapat para pakar dalam tulisan dan artikel yang telah dimuat. Pendekatan 

ini menjawab konsep-konsep sekaligus pendukung dari bentuk pendekatan 

undang-undang. 

3. Sumber Data 

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum 

terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.32 Adapun sumber dan 

jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sumber data primer 

                                                           
30 AbdulKadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,cet. I, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm. 52. 

31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. II, (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 93. 

32 Ibid. hlm.10. 
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Penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan normatif, 

maka data primer yang digunakan berasal langsung dari Undang-undang 

atau peraturan di Indonesia yang berkaitan langsung dengan objek 

penelitian. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 

tentang securities crowdfunding 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder yang akan digunakan berasal langsung dari Undang-

undang atau peraturan di Indonesia sebagai data hukum pendukung dan 

sebagai bahan tinjauan terhadap perlindungan pemodal. 

Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa buku yang memuat 

tentang kajian hukum dan bentuk efek. Artikel dan jurnal yang memuat 

tentang pasar modal dan securities crowdfunding, sebagai tambahan 

informasi, Sumber lain yang dapat mendukung dalam penelitian ini juga 

dapat berupa pendapat para pakar, majalah, berita, dan lainnya. 

4. Teknik pengumpulan dan Analisis Data 

a. Studi Dokumen dan Pustaka 

Studi dokumen yaitu pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum 

primer yang digali dalam penelitian ini, di samping peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pengumpulan 

data melalui kepustakaan berupa bahan tersier untuk menggali pendapat-

pendapat para ahli dari buku. 
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b. Analisis data 

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data primer 

maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk 

selanjutnya dideskripsikan guna memberikan pemahaman dengan 

menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian ini. 

Metode berpikir yang digunakan dalam menganalisis data-data yang 

terkumpul adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara 

berpikir yang dimulai dialektik atau dogma yang sifatnya umum untuk 

mengarah pada bentuk khusus, metode berpikir ini didukung epistimologi, 

berupa koherensi data berupa asas-asas perlindungan pemodal terhadap 

peraturan yang mengatur efek dalam securities crowdfunding. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimulai pada Bab I dengan judul 

besar pendahuluan yang berupa informasi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, 

metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab II Meliputi teori-teori yang akan digunakan yaitu toori perlindungan 

hukum pemodal, perlindungan hukum dalam Islam, keadilan transparansi dan 

kajian peraturan yang berhubungan dengan perlindungan pemodal di Indonesia.  

Bab III berisi tentang pengertian dan kewenangan Otoritas jasa keuangan 

(OJK), pengertian dan konsep securities crowdfunding, serta peraturan OJK 

Nomor 57 Tahun 2020  



24 
 

 

Bab IV Analisis terhadap perlindungan pemodal dalam Peraturan OJK Nomor 

57 Tahun 2020 untuk menjawab fokus pertanyaan, yang sudah dibuat oleh 

penulis.  

Bab V adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Transparansi, kejujuran informasi, keamanan, dan penyelesaian sengketa 

adalah prinsip yang dimanifestasikan secara prosedural dalam bentuk 

perizinan pengawasan dan pelaporan serta kemampuan SDM dan aset 

teknologi untuk mengoperasikan kegiatan Securities crowdfunding, 

semuanya sudah tergambarkan dalam peraturan OJK Nomor 57 Tahun 

2020 walapun masih terdapat kelemahan pada aturan yang sifatnya 

prosedural.  

2. Peraturan OJK Nomor 57 Tahun 2020 belum dapat dikatakan telah 

memnuhi keadilan secara formil, anaslisa lebih lanjut terdapat kekurangan 

pada peraturan tersebut dimana bentuk-bentuk keadilan hanya dibebankan 

kepada penyelenggara, seharusnya dapat dibebankan juga kepada penerbit 

selaku pelaku usaha yang menggunakan uang pemodal untuk 

mengembangkan usaha secara bersama-sama demi keuntungan bersama 

dengan pemilik modal. Sisi lain, peraturan ini lebih menekankan pada 

bentuk keadilan yang substantif dapat dilihat dalam prinsip dasar 

perlindungan pengguna. 
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B. Saran 

1. Rekomendasi melanjutkan penelitian pada implementasi securities 

crowdfunding terhadap keseusiannya dengan Peratauran OJK Nomor 57 

Tahun 2020. 

2. Otoritas Jasa Keuangan perlu meninjau kembali Peraturan OJK Nomor 57 

Tahun 2020 terutama dalam narasi-narasi yang masih bersifat umum dan 

berpotensi terjadinya bias dengan peraturan pendukung lainnya. 

3. Peraturan ini belum lama diundangkan dan mencakup atas dua kegunaan 

yang bersifat konvensional (umum) dan bersifat syariah, sehingga dapat 

menimbulkan kelemahan hukum disisi lainnya. Maka penelitian ini perlu 

dilanjutkan untuk melihat efisiensi penggunaa akad pada praktiknya. 
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